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BAB ]

PENDAHULUAN

A. lLatar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan Pembagunan Jangka Panjang Dua Puluh Lima Tahun,
mulai dari Repelita 1 hingga Repelita VI dimaksudkan agar terwujudnya suatu
masyarakat adil dan makmur vang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945,
Dalam pelaksanaan pembangunan. sub sektor sarana irigasi menjadi salah satu
program prnioritas sarana pembagunan nasional. Dari tahun ke tahun selama kurun
waktu tersebut pembangunan sub sektor imi terus mendapat perhatian vang
sungguh-sungguh dan pemernntah,

Dalam Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien,
di pandang perlu untuk menvempurnakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Keputusan Presiden NO. 16 Tahun 1994 merupakan pelaksanaan tahunan
dari repelita, khususnva pembagunan ingasi yang dilaksanakan pihak
pemborong/rekanan masih saja di temukan berbagai penyimpangan dan kontrak
perjanjian vang telah disetujui kedua pihak.

Huicum perjanjian sebagai bagian hukum perdata pada umumaya
merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam penanjian
pemborongan provek irigasi maka di timbulkan antara kedua pihak yvang harus di

laksanakan



Setiap tahun dana yang disediakan pemerintah untuk membiayai sub
sektor ini cukup besar dan jumlahnya terus meningkat. Berbagai proyek yang
dibangun dari sub sektor sarana irigasi imi antara lain berupa pembangunan
bendungan baru.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan sarana irigasi di
tanah air memang cukup beralasan karena mampu mengairi sawah, hampir di
seluruh  wilayah tanah air. Keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek
pembangunan irigasi tersebut tentu tidak terlepas dan dukungan dan peran serta
pihak pemborong/rekanan selaku pelaksana pembangunan proyek, dalam
pembangunan. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan selaku pemegang
tender. Penyimpangan ini biasa terjadi dimana-mana, termasuk yang dihadapi
pada proyek irigasi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tertulis diatas,
mendorong penulis untuk membahas masalah dalam skripsi imi yang berjudul
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN
TRIGASI ANTARA DINAS PU PENGAIRAN DAN PT. PEMBANGUNAN

PERUMAHAN (PERSERO) DI MAKASSAR.

. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, penulis mengemukakan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah pelaksanaan pekerjaan pembangunan pemborongan proyek irigasi

telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.




2. Faktor-faktor apakah vang mempengaruhi keterlambatan pembangunan

proyek irigasi bendungan Sekka-Sekka di Kabupaten Polewalt Mamasa.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian adalah:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan pemborongan
irigasi telah sesuai dengan perjanjian.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterlambatan
pelaksanaan proyek.
2. Kegunaan penelitian adalah:
a Diharapkan dapat berguna bagi pembangunan iimu pengetahuan pada
umumnya, dan ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum perjanjian.
b. Diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian

pemborongan pekerjaan

D. Metode Penelitian
1. Lokasi penelitian
Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka
penulisan skripsi ini, maka pemlis memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Sulawesi Selatan dan PT. Pembangunan
Perumahan (Persero) serta di lokasi proyek irigasi Bendungan Sekka-Sekka

Kabupaten Polewali Mamasa.



2. Jenis dan Swmber Data
1.1. Jenis Data

a Data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung di
lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Pimpinan Proyek
Irigasi Sulawesi Selatan, dan pemborong (pemenang tender).

b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan
skripsi ini.

1.2. Sumber Data
Data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan,

pemborong/rekanan selaku pemenang tender dan perpustakaan,

3. Telmik Penguapidan Data
Dalam penelitian ini selain penulis mengadakan penelitian di perpustakaan.
Dalam penelitian lapangan, penulis mengadakan wawancara dengan:
1. Kepala Pimpinan Proyek Irigasi Sulawesi Selatan.

2. Pemborong Pemenang Tender.

4. Analisis Data
Dari data yang diperoleh, akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaity
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan

dengan skripsi ini.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian dan Pemborongan
1. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Pemborongan

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian perjanjian
pemborongan maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian perjanjian dan
pemborongan itu sendiri sehingga lebih jelas arti dan maknanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kata perjanjian
berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan
kesanggupan untuk berbuat, jadi perjanjian itu sendiri berarti persetujuan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati
apa yang tersebut dalam perjanjian itu.

Sedangkan pengertian kata borongan berasal dari kata borong yang
berarti semua secara keseluruhan atau dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi
pemborong adalah orang yang memborong, sedangkan pemborongan adalah
perbuatan yang memborong pekerjaan.

Sedangkan perjanjian secara umum oleh pakar-pakar hukum, dalam
membert definisi perjanjian meninjaunya dari beberapa segi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 9) perjanjian adalah

Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam

mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain
berhak menuntut pelaksanaan janji itu.




Dari definisi di atas mengandung unsur yaitu yang terlibat ada dua pihak
atau lebih yang biasa dinamakan perikatan. Perjanjian menimbulkan perikatan
antara pihak-pihak yang membuatnyza,

Sedangkan menurut Subekti (1987: 1) menyatakan bahwa suatm perjanjian
adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Dalam bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Sedangkan perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata
adalah svatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

Dart beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian
merupakan hubungan pihak-pthak untuk melakukan atan tidak melakukan
sesuatu dimana para pihak terikat untuk melaksanakannya.

D1 dalam KUHPerdata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai
apa yang dimaksud dengan perjanjian pemborongan. Akan tetapi mengenai
pengertian pemborongan pekerjaan dalam Pasal 1601 huruf (b) disebutkan:

Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang

satu si pemborong, mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu

Dekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan

menerima suate harga yang ditentukarn.

Dari rumusan pada Pasal 1601 (b) KUHPerdata di atas, maka dapat dilthat
adanya beberapa unsur di dalam pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan,

yaitu:




1. Adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih

2. Adanya suatu pekerjaan tertentu.

3. Adanya suatu upah tertentu.

Dari pengertian dan uraian di atas kita telah mendapat gambaran yang
cukup jelas bahwa pemborongan pekerjaan pihak pemborong wajib untuk
menyelesaikan pekerjaan untuk pihak lawan dan berhak menerima suat
pembayaran tertentu atas hasil pekerjaarmya. Ini sesuai pula yang dikatakan oleh
F. X. Djumialdji (1991: 58) perjanjian pemborongan adalah suam perjanjian
antara seorang (pihak yang memborongkan) dimana pihak pertama menghendaki
suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran uang
tertentu sebagai harga pemborongan.

Selanjutnya F. X, Djumialdji (1991: 174) berpendapat bahwa pemborongan
pekerjaan (aaneming van wark) ialah suate perjanjian dimana satu pihak
menyanggupt untuk keperluan lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu
dengan pembayaran upah yang ditentukan pula

Dari pendapat F. X Djumialdji tersebut, mengisyaratkan bahwa
pemborong pekerjaan tidak hanya pekerjaan membuat bangunan atau sejenisaya
tetapi juga untuk pekerjaan di bidang lain.

Pada Pasal 1601 KUHPerdata, perjanjian melakukan pekerjaan dibagi
dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Peherjaan uniuk melakukan fjasa-fasa tertenti

Dalam perjanjian ini salak satu pikak menghendaki agar pihak lain

melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk kepentingannya dan
bersedia membayar upah untuk pekerjaan tertentu.




2. Perjanjian kerja/perburuhan.

Merupakan perjanjian buruh yang dengan mafikan yang ditandai
d.i-ciri, ada hubungan atasan dengan bawahan. Majikan membayar
upah atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh buruh di bawah
perintahnya

3. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Perjanjian antara pikak yang memborong dengan pihak pemborong
dimana pihak yang memborongkan menghendaki suotu hasil
pekerjaan yang disanggupi oleh pemborong dengan pembayaran
harga borongan yang ditentukan.

Dari ketiga macam perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yang menjadi
penulisan skripsi imi adalah perjanjian pemborongan pekerjaan khususnya
pelaksanaan proyek pemerintah di linglungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Sulawest Selatan.

Selanjutnya F. X Djumialdji (1991: 88) memberi arti perjanjian
pemborongan yaitu suatu persetujuan dalam mana pthak satu s1 pemborong
(aanemer) berjanji guna pihak lain yang memborongkan (aanbaesteder) akan
menyelenggarakan suatu upah tertentu.

Menurut Prodjodikoro bahwa upah tertentu itu harus ditafsirkan sebagai
upah yang telah ditentukan Ini berarti upah itu perlu ditentukan atau disepakati
sejak semula Upah itu harus dalam bentuk uang jika tidak kurang maka
bukanlah termasuk perjanjian pemborongan pekerjaan, dan oleh F. X. Djumialdji
disebut sebagai perjanjian tak sempurna.

Dalam hal istilah upah dalam perjanjian pemborongan penulis lebih
memilih untuk memakai istilah harga borongan sebab istilah upah lebih memberi

kesan pembayaran atas pekerjaan lebih khusus dam merupakan pengganti biaya



dari selwrvh biaya yang dikelvarkan oleh pemborong dalam menyelesaikan
pekerjaannya.

Jadi di sini pihak pemborong mengikatkan diri dengan pihak pemberi tugas
untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dengan harga tertentu, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1601 KUHPerdata.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1982: 52) berpendapat:

Dilikat dari obyeknya, perjanjian pemborongan ini mirip dengan

perjanjian lain, yaitu perjanjian kerja dan perfanjian melakukan jasa

yaitu sama-sama meny ebutkan bahwa Dihak yang satu meny etujui untuk
melaksanakan pembayaran tertentu.
Syarat Salmwya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan 4 (empat) syarat yang
menurut undang-undang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian:
Sepakat mereka mengikatkan dirinya
Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Mengenai suatu hal tertentn
Suatu sebab yang halal.

e

Syarat pertama dan syarat kedua disebut syarat subjektif, karena mengenai
orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila salah satu
dari syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut atas permochonan
pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan ofeh hakim.

Syarat ketiga dan syarat keempat disebut syarat objektif. disebut demikian
oleh karena syarat ini menyangkut objek perjanjian. Apabila salah satu dari

syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh
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karena dinyatakan batal demi hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak

pemnah ada.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian dapat dijelaskan lebik lanjut, sebagai

benkut:

L.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat yang dimaksud adalah, bahwa kedua subjek yang
membuat perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai
hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka buat ifu, apa yang dikehendaki
oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal
balik. Kata sepakat itu harus diberikan secara bebas, artinya tidak boleh
dilakukan berdasarkan salah paham (dwaling), karena paksaan (dwang) atau
dengan penipuan (bedrog). Dan para pihak dalam memberikan kata
sepakatpun harus dalam keadaan sadar akan perbuatan yang dilakukannya
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Yang dimaksud dengan orang yang cakap adalah mereka yang telah berusia
18 tahun atan yang belum berusia 18 tahun tapi telah menikah Pada
umumnya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum.
Tetapi orang-orang yang berhak ini tidak semuanya cakap (bekwaarm) untuk
melakukan perbuatan hukum.

Mengenai suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdata, menyatakan bahwa paling sedikit yang menjadi

objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, atan prestasi tertentu. Tidak
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menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumish it
kemudian dapat ditentukan atan dapat dihitung. Pasal 1334 KUHPerdata,
menyatakan objek perjanjian dapat pula berupa barang-barang yang baru
diharapkan akan ada dikemudian hari, jadi barang itu belum ada pada waktu
perjanjian itu dibuat.
4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1353 KUHPerdata suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab
atan berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah tidak
sah. Adapun yang dimaksud dengan sebab yang palsu adalah suatu sebab
yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menutupi sebab yang sebenarmya
dari perjanjian itu, sedang yang dimaksud dengan sebab yang terlarang
adalah sebab vyang bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan
ketertiban umum.

Empat syarat di atas harus ada pada waktu dibuatnya suatu perjanjtan dem

memperoleh akibat hukum yang sempurna.

. Dasar Hidazn Perjanjian

Dalam dasar hukum suatu perjanyian ada 3 (tiga) pasal dalam KUHPerdata
yang harus dipshami dan dimengerti oleh para pihak yang akan mengadakan
perjanjian, yaitu:

1. Pasal 1313 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa:
"Suatu perjanjian adalah suatn perbuatan dengan mana satu orang atan
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atan lebih"
2. Pasal 1320 KUHPerdata, disebutkan ada 4 (empat) syarat yang menurut
undang-undang harus dipenuhi dalam memuat suatu perjanjian:
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Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Suatu hal tertentu

Suatu sebab/causa yang halal.

3. Pasal 1338 (1), tentang kebebasan berkontrak isinya:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya".

4. Subjek dan Objek Perjanjian Pemborongan

a.

Subjek perjanjian permnborongan adalah pihak-pihak yang terkait maupun

yang secara tidak langsung dengan adanya perjanjian pemborongan. Adapun

peserta atau subjek dalam perjanjian pemborongan adalah:

1.

Pemben tugas/mandin, pemilik/pemesan, langganan sama halnya
dalam perjanjian borongan pada umumnya. Pemberi tugas dapat
berupa perorangan, badan hukum, pemenntah atau swasta.
Pemborong atau rekanan dalam pelaksanaan proyek dimungkinkan
pemborong yang memenangkan tender menyerahkan pelaksanaan
proyek tersebut kepada pemborong lain yang merupakan sub
kontraktor. Berdasarkan perjanjian khusus adanya sub kontraktor
harus seizin pemberi tugas dan kontraktor dengan adanya hak-hak
dan kewajiban serta syarat-syarat yang berlaku bagi mereka.
Konsulian perencanaan dalam hal perjanjian pelaksanaan proyek
yang bertugas sebagai perencana adalah orang yang ahli dalam hal
ini adalah arsitektur atau msmym meslupun konsultan perencana
tidak sebagai pihak dalam perjanjian pemborongan namun ia
mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan perjanjian
pemborongan.

Konsultan pengawas, pada tahap perencanaan pekerjaan atau waktu
proyek, arsitek sering ditunjuk untuk melakukan fugas sebagai
pengawas (konsultan pengawas) yang bertindak mewakili pemberi
tugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan
oleh pemborong. Menurut Pasal 1819 KUHPerdata adalah:

Apabila pemberi tugas dan pemerintah/swasta dengan perencana
swasta bertindak sebagai wakil pemberi, dan sebagai direksi maka
hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa.
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b. Objek perjanjian pemborongan

Bangsa kifa perlu bersyukur atas karunianya, dimara terdapat kekayaan
alam yang terkandung di alam Indonesia salah satunya adalah "tanah" yang
dijadikan dalam bermacam guna kepentingan bangsa dan masyarakat yang
mutlak dibutuhkan secara langsung maupun tidak langsung, karena bumi, air
serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara adil dan merata
dalam hal pemanfaatan tanah, untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di
segala bidang ekonomi, sosial yang sekaligus menciptakan pertumbuhan
yang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD
1545.

Seperti yang telah dijelaskan pad halaman sebelumnya bahwa materi
dari penulisan ini, adalah materi atau bahan-bahan yang telah penulis
dapatkan berhubungan dengan hukum perjanjian, dan perjanjian
pemborongan serta materi dari Kantor Dinas PU Pengairan Sulawesi Selatan
dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) yang objek peganjian adalah
pembangunan irigasi Bendungan Sekka-Sekka di Kabupaten Polewali

Mamasa.

5. Wanprestasi (Cidera Janji)
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti presiasi

buruk, Seorang debitur disebutkan berada dalam keadaan wanprestas: apabila ia
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dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat
dari jadwal waktu yang ditentukan di dalam pelaksanaan pekerjaan.
Qirom Syamsuddin A. Mehala (1985: 26) mengemukakan sebagai berikut:
Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi
sama sekall atan melakukan prestasi yang kelira atau terlambu

melakukan prestasi, maka dalam hal-hal demikian inilah yang disebut
debitur melakukan wanprestasi.

Sedangkan Subekti (1987: 26) menyatakan bahwa:
Yang dimaksud wanprestasi adalah apabila seorang debiiur tidak
melakukan prestasi sama sekali aiau melakukan prestasi yang keliru

atau terlambat melakukan presiasi, maka dalam hal demikian yang
disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

Selayaknya dikatakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang
debitur dapat berupa empat macam:

1. Apa yang disanggup: akan tidak dilakukannya.

2. Meiaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikan.

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka unsur-unsur dari wanprestasi itu
adalah:

a. Tidak melakukan prestasi sama sekali

b. Melakukan prestasi yang kelira

¢. Terlambat melakukan prestasi
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Pada pelaksanaan Perjanjian pemborongan pekerjaan dimana para pihak
dalam mepentukan isi dar pefjanjian tersebut sudah memuat segala
kemungkinan akan akibat yang timbul sehingga salah saty pihak telah memikyl
Suatu kerugian. Kerugian mana paling banyak dipikul oleh pihak pemborong
disebabkan karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan wakts yang
telah ditetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam isi Perjanjian tersebut, yang
dibuat oleh kedua belah pihak,

Jika pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menuryt wakty yang
ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dalam keadaan tidak baik, maka atag
gugatan dari pemberi tugas maka hakim dapat memutuskan petjanjian tersebut
sebagian atau seluruhnya beserta segala aktivitasnya. Yang dimaksud dengan
akibat pemutusan Perjanjian di sini adalah Pemutusan untuk waktu yang akan
datang, artinya bahwa mengenai pekerjaan yang akan diselesaikan atau yang
dikerjakan akan tetap dibayar namun demikian mengenai pekerjaan yang belum
dikerjakan itu yang diputuskan.

Selanjuinya Subekti (1987: 47), terhadap kelalaian atay kealpaan
(wanprestasi) diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atan akibatnya
yang tidak baik bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu;

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lewan atau bigsa

disebut pihak kerugi,
. Pembatalan Pperjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

2.
3. Peralihan risiko,
4. Membayar biaya perkara, kalay sampai diperkarakan ke pengadilan.
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Bahwa apa yang menjadi akibat dari suatu perjanjian adalah tidak lain
daripada isi perjanjian fersebut, seperti halnya ferjadi pemutusan perjanjian,
penggantian kerugian dan pemenuhan perjamjian diakibatkan karena terjadi
wanprestasi dari pihak pemborong.

Wanprestasi itu sendiri timbul karena dua hal:

a. Karena kesengajaan, maksudnya dan perbuatan itu memang diketahui

akibat yang akan ditimbulkan sehingga ada kesan bahwa hal tersebut
memang dikehendaki oleh debitur.

b. Karena kelalaian, debitur sama sekah tidak mengetahui akan

kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.

6. Keadaan Memaksa dan Risiko dalam Perjanjian
Keadaan memaksa adalah: tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena
wdadinyamnmmﬁsﬁwabukankarenakesalahannya,peﬁsﬁwamanaﬁdak‘
dapat diketabui oleh tidak diduga akan terjadi pada wakiu membuat perjanjian.
Dalam kutipan perdata soal keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245.
Menurut F. X. Djumialdji (1995: 7) menyatakan bahwa:

Ovmnachtatauformajeureadaiahsuamkeadamdimmmn
manusia mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapa.t
memenhi prestasinya.

Sedangkan menurut Subekti (1987: 56):

Bahwa untuk dapat dikatakan keadaan memaksa, selain keadaan itu di
luar kekuasaaan si beruiang dan keadaan memaksa yang relah vimbul itu
juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada wokiu
perjanjian itu dibuat setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya untuk si
berutang.
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Dengan berdasarkan definisi di atag maka dapat diketahui unsur-unsur yang
terdapat dalam keadaan memaksa 1tu, yakni:

a. Tidak terpenvhinya  prestasi  karena  suaty peristiwa  yang
membinasakannya atay memusnahkannya benda yang menjadi objek
perjanjian itu bersifat tetap.

b. Tidak dapat dipenuhinya presiasi karena suafu peristiwa yang
menghalangi perubahan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat
tetap dan juga bersifat sementara,

C. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada wakty
membuat perjanjian, baik oleh debitur. Jadi bukan merupakan
kesalahan pada pihak.

Akibat dari overmacht adalah karena adanya masalah rigiko artinya
siapakah yang menanggung kerugian? Di dalam pefjanjian pemborongan yang
dianggap sebagai keadaan memaksa adalah:

1. Bencana alam, seperti tanah longsor, gempa bum;, banjir,

2. Kebakaran

3. Peristiwa perang, buru-hara, pemogokan, pemberontakan.

Di dalam praktek kalau tefjadi keadaan memaksa maka pemborong harus
segera memberitahukan kepada yang memborongkan secara tertulis dalam

Jangka waktu tertentu.

. Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan

pmnbangmanyaim,pihakpertamadiseblnpihakyangmembomngdanpibak
yang kedua atau yang disebut sebagai pihak pemborong stau kontraktor sebagai
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pelaksana pembangunan kedua belah pihak ini terkait dalam perjanjian yang
dibuat.

Selain pihak-pihak yang terkait langsung dalam perjanjian pemborongan
juga ada pihak-pihak iain yang secara tidak langsung terkait dengan adanya
perjanjian pemborongan.

F. X. Djumialdji (1995: 9) menjelaskan bahwa baik, yang terkait maupun
tidak secara langsung terkait dengan adanya pemborongan disebut peseria dalam
perjanjian pemborongan.

Adapun peserta dalam perjanjian pemborongan yaitu:

1. Pembagi tugas (principal, bouwheer, pimpinan proyek).

2. Pemborong (kontrakitor, rekanan).

3. Pengawas (direksi).

Menurut Keppres No. 16 tahun 1994 Pasal 29, pembangunan

dilaksanakan atau dilakukan oleh rekanan yang berkomponen dengan
pelaksanaan. Jadi keempat peserta tadi harus dipisah satu sama lainnya dalam arti
tidak boleh dirangkap dalam saty tangan,
Untuk lebih jelasnya keempat peserta atau subjek pada perjanjian
pemborongan tersebut di atas demi satu di bawah inj.
1. Pemberi tugas/principal (Pimpinan proyek)
Pemberi tugas dapat berupa badan hukum, instansi pemerintah, swasia

atau dapat pula berupa perorangan
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Hubungan antara pemberi tugas dengan pemborong biasanya berupa
hubungan kedinasan artinya yang bertidak sebagai pemberi tugas adalah
pemernintah. Demikian pula pemboreng (kontraktor) berasal dan pemenntah.
Namun tidak menutup kemungkinan pemberi tugas dan kontraktor berasal
dari non pemerintah (swasta). Hubungannya dituangkan dalam perjanjian
pemborongan.

Adapun hubungan antara pemberi tugas dan perencana dapat berupa
hubungan kedinasan, jika pemberi tugas dari pemerintah atau swasta, maka
dari perencana dari swasta yang bertindak sebagai penasehat pemberi tugas
hubungannya dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal.

Apabila pemberi tugas dari pemenntah bertindak sebagai wakil
pemberi tugas (sebagai direksi) maka bubungannya dituangkan dalam
perjanjian pemben kuasa. Dalam hal imi berlaku ketentuan Pasal 1792 - 1819
KUHPerdata.

. Pemborong (kontraktor, rekanan)

Pemborong dapat berupa perseorangan, badan hukum, swasta maupun
pemerintah. Tugas pemborong/kontraktor adalah:

1. Melaksanakan pekerjaan sesuat dengan bestek.

2. Menyerahkan pekerjaan.

. Pengawas/direksi
Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemborong.

Di sini pengawas memberi petunjuk-petunjuk, memborong pekerjaan,



20

memeriksa bahan-bahan wakiu Pembangunan berlangsung dan berakhimnya
membuat f enilaian dari pelaksana.

Selain itu pada waktu pelelangan pekerjaan, direksi petugas sebagai
panitia pelelangan yaitu mengadakan pengumuman pelelangan yang akan
dilaksanakan memberikan penjelasan mengenai RKS (Rencana Kerja dan
Syarat-syarat) untuk memborong-pemborong/pembeﬁ dan memuat berita
acara pembukuan surat-gurat penawaran, mengadakan penilaian dan
menetapkan calon pemenang dan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP).

Hubungan direksi dan pemberi tugas dituangkan dalam petjanjian
pemberian kuasa (Pasal 1792 — 1819 KUHPerdata). Dapat juga atas dasar
penunjuk karena adanya hubungan kerja/hubungan kedinasan antara pemberi
tugas dengan direksi yaity sebagai instansi yang berwenang yang ditunjuk
untuk bertindak selaku direksi.

C. Berakhirnya Perjanjian
Adapun mengenai berakhirnya perjanjian tidak diatur Secara tersendiri atau
khusug oleh undang-undang. Sehubungan dengan ini R. Setiawan (1986: 69)
mengemukakan 7 (tjub) cara berakhimya perjanjian yaitu:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak misalnya perjanjian akan
berlaku untuk jangka wakty tertentu,

2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan
terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir.

4. Pemyataan menghentikan petjanjian (Opzegging). Opzegging dapat
dilakukan oleh kedua belah pihak atau mungkin salah saty pibak.

e ————————————————
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Opzegging hanya ada pada perjanjian-perjanjian vang bersifat
sementara, misalnya:

a. Perjanjian kerja

b. Perjanjian sewa-menyewa

¢. Perjanjian pemberi kuasa

Perjanjian berakhir karena adanya putusan harian, ini terjadi jika salah
satu pthak atau kedua-duanya meminta kepada hakim untuk
menghapuskan perjanjian yang telah mereka buat.

Karena telah tercapai tujuan dari perjanjian.

Dengan penjanjian para pthak sendiri atau disebut juga herroeping
(Pasal 1338 (2) KUHPerdata).



BABIN -
HASILPENEIII'IANDANPMAHASAN

A. Pelaksanaan Pex:ianjianl’bnimmngananinxgmHnyek Frigasi

Perjanjian merupakan dasar bagi pihak-pihak untuk melaksanakay gesuatuy.
Dengan disepakatinya Pefjanjian maka prestasi yang diperjanjikan mulai
dilaksanakan prestasi itu dapat berupa memberi dan menyerahkan sesuatu,
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu,

Pelaksanaan isi perjanjian sepatutnya dilakukan dengan baik sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati.

Menurut Agus Syifeauddin, Ketua Panitia Pemilihan Pemenang Tender PU
Pengairan Sulawesi Selatan (wawancara, 14 September 2001) menyatakan
bahwa:

Dalam pelaksanaan Derfanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan

Umum Sulawesi Selatan dengan pemborong/kontraktor dilaksanakan

sesuai dengan isi perjanjian pemborongan yang dibuat berdasarkan

persetujuan dan kesepakatan bersama anlara kedua belak pihak

Pemborongan harus dilsksanakan ol ek kontraktw/pmbormg sesual

dengan gambar-gambar detal! dan rencana syarat pelaksanaan yang

telah ditetapkan olek pihak yang memboronghkan. Dalam pelaksanaan

Dekerjaan tersebut, pihak pertama biasanya menunjuk sebuak tim

supervisi atau pengawas yang bertugas melakukan pengawasan

Pekerjaan, sedanghan pikak kedua menunjuk seorang wakil yang

bertindak sebagai pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang berwenang

mewakili pihak kedua, sertq dapat menerima dan memutuskan segala
peunfuk-petunjuk dari pikak pertama.

Lebih lanjut lagi, Agus Syifeauddin selaku Ketua Panitia Pemilihan
Pemenang Tender PU Pengairan Sulawesi Selatan (wawancara, 14 September

2001), mengatakan bahwa;
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setelak pihak pertama selaku Demberi perintak kerfa dan pihak kedua

selaka  penerima perintak  kerja  dan masing-masing  pihak
menandatangani surat perintah kerfa tersebut.

Berdasarkan keterangan Agus Syifeauddin tersebut dj atas, maka pada
dasarnya  sebelym pelaksanaan pemborongan pembangunan  tergebut
dilaksanakan, kedua belah pihak setuju/sepakat mengikat dirinya dalam suatu
kontrak yang disebut petjanjian pemborongan. Di dalam isi kontrak tersebut telah
diterangkan secara cermat tentang hak dan kewajiban para pthak mulai dari awal

pelaksanaan pekerjaan pemborongan sampai masa pemeliharaan pemborongan

pembangunan tersebut berakhir.

Tahapan pembayaran tersebut adalah:

* Pembayaran tahap! : Mutual check awal Rp 23.620.960.106
(PPN 10%)

* Pembayaran takap II  : Penyesugian harga satyan Pekerjaan
Rp 25.802.732.541 (PPN 1 0%).

* Pembayaran takap IIT : Pekerjaan tambah/kurang
Rp 35.824 542,065 (PPN 1 0%)

* Pembayaran takap IV Penyesugian harga satuan Pekerjaan
Kp 36.824.542.065 (PPN 1 0%).

* Pembayaran tahap v Pekerfaan tambah kurang
Rp 43.048.298. 449 (PPN ] 0%)

* Pembayaran takap VI Penyesuaian harga satuan Pekerjaan
Rp 44.903.972.532 (PPN 1 0%)

* Pembayaran tahap VII Penyesuaian harga satuan pekerjaan
Rp 46.655.491.059 (PPN 1 0%)

¢ Pembayaran takap VIIT : Pekerjaan ¢
Rp 50.408.212.350 (PPN 10%)

* Pembayaran takap IX Perpanjangan waktu pelaksanaan
Rp 50.408.212.356 (PPN 1 0%)
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I. Wammrestasd dalam Perjanjian Pemborongan Pembangiman Proyek
Irigasi

Dalam pelaksanasn perjanjian pemborongan kemungkinan timbul
wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian
lain. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib
dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan
perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan penyelesaian pekerjaan.

Menurut Agus Syifeauddin selaku Ketua Panitia Pemilihan Pemenang
Tender PU Pengairan Sulawesi Selatan (wawancara, 14 September 2001)
bahwa:

Jika pemborong tidak dapat menyeclesaikan pekerjaan menurut

wakiu yang ditetapkan ataw menyerahkan pekerjaan tidak baik,

maka pemberi tugas dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian
adau seluruhnya beserta seluruh akibatnya. Pemutusan yang
dimaksud adalah untuk waktu yang akan datang (Outbinding Voor

Detockomst), dalam arti bahwa mengenal pekerjaan yang telak

diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar, namun biaya mengenai

pekerjaan yang belum dikerjakan itu yang diputuskan.

Lebih lanjut lagi Agus Syifeauddin, Ketua Panitia Pemilihan Pemenang
Tender PU Pengairan Sulawesi Selatan (wawancara, 14 September 2001)
menyatakan bahwa:

Dalam praktiknya wanprestasi itu biasa timbul akibat adanya

kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemborong adalak seperti:

1. Menyimpang dari v olume konstruksi

Menyimpang dalam hal kualitas pekerjaan

2.
3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan
4 Tidak tepat waktu.
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¢  Pembayaran lahap X . Peny esuaian harga satuan PeRerjaan

Rp 52.182.753.435 (PPN 1 0%)

* Pembyaran tahap XT - Mutual check akhir Rp 52.080.535.91¢
(PPN 10%)

* Pembayaran tahap XIT - Peny esuaian harga satuan pekerjaan
Rp 53.098.9928 248 (PPN 10%)

Lebih lanjut lagi Agus Syifeauddin (wawancara, 14 September 2001)
menyatakan bahwa:

perjanjian pemborongan pembangunan yang teiah dikerjakannya

Kemudian dari hasil penelitian penulis Juga ditemukan bahwa selama
dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan tersebut, pihak kedua wajib juga
membuat laporan harian dap minggusn mengenai pelaksanaan pemborongan
tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada pihak pertama sebagai bentuk
pertanggungjawaban pihak kedua bahwa pelaksanaan pemborongan tersebut

telah selesai.
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Menurut Agus Syifeauddin, Ketua Pemilihan Pemenang Tender PU
Pengairan (wawancara, 14 September 2001) menyatakan bahwa:

pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah
diperjanjikan dalam Jangka wakiu yang layak diberikan, Jika setelah
adanya teguran tersebut, namun pemborong tetap mengabaikan
peringatan tersebut maka pemborong dianggap lalai dan dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada pemborong perjanjian dapat
diputuskan tanpa perantara pengadilan.

Adapun beberapa kelalaian pemborong yang sering mengakibatkan
pemutusan perjanjian (wawancara Agus Syifeauddin, 14 September 2001)
yaitu;

1. Setelah satu bulan sejak tanggal sura perjanjian pihak
pemborong belum memulai

2. Satu bulan berturut-turi tidak melakukan pembangunan kecuali
sesumiu dan Mhhﬂymmmﬂal:mbeﬁtagasam
Sesuatu yang wajar,

3. Secara langsung atau tidak langsung dengan Sengaja
memperlambat pembangunan.

4. Penyelesaian pembangunan tidak sesuai dengan jadwal waktu
pelaksanaan yang telah disepakati.

Dengan adanya pemutusan petjanjian yang mengakibatkan timbulnya
Wwanprestasi tersebut di atas, maka tidak berarti penkatan berhenti sama
sekali. Namun wajib dipulihkan kembali seperti pada keadaan semula dengan
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cara pemberi tugas (pimpinan proyek) dapat menyuruh orang lain (kontraktor
peserta) untuk menyelesaikan pemborongan terrebut, dimana mengenaj
kontraktor ini sebelumnya sudah ada dalam perjanjian yang mengaturnya.

Selain sanksi pemutusan perjanjian yang dijatuhkan kepada pemborong
yang lalai, pemborong juga dapat dijatuhi sanksi yang lain berupa denda.

Memurut Agus Syifeauddin, Ketua Pemilihan Pemenang Tender PU
Pengairan Sulawesi Selatan (wawancara, 15 September 2001) mengatakan
bahwa mengenai kewajiban pembayaran denda yang diwajibkan dalam
perjanjian, maka kontraktor dikenakan denda 1/1.000 dari nilai kontrak setiap
hari kelambatan,

Sedangkan menurut Abj Zamahsyari, Pimpro PT. Pembangunan
Perumshan (Persero) (wawancara, 26 September 2001) mengatakan bahwa:

pelaksanaan pemborongan, maka Dihak pemborong harus siap untuk
menerima hukuman seperti denda. Denda itu bisa berupa:
* Secara administrasi pihak pemborong yang lalai atau wanprestasi
tersebut tidak dapat ikut (masuk) tender lagi.
* Biasanya fumiah harga penawaran dipotong dari harga semula,
Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka sebefum menjatuhkan denda
tersebut  hendaknya  diperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur
mengenai pembebanan denda sebagai berikut:
a Denda tersebut wajib dibayar setelah adanya pemyatasn lalai lebih

dabulu, jika dalam jangka wakty pernyataan lalai tersebut pemborong




tetap tidak dapat memperbaiki kelalaianmya maka pembayaran denda
wajib dipenuhi.

b. Pembayaran baru diwajibkan jika pemboreng tidak dapat mengenmntkakan
adanya ov ermacht atan hambatan penyerahan tersebut.

¢. Denda tersebut harus diperinci sesuai dengan keadaan/sifat dari
wanprestast tersebut, sehingga ada denda yang diwajibkan untuk dibayar
sekali saja ada yang dibebankan untuk dibayar setiap hari kelambatan,
atau dibayar untuk sekian kafi.

d. Gugatan untuk pembayaran denda tersebut dan gugatan pembayaran
pengganti kerugian pada asasnya tidak boleh bersamaan/berganda, karena
pembayaran kerugian yang telah ditetapkan Pihak yang dirugikan
hendaknya membuktikan bahwa ia menderita kerugian yang besar dan
padanya terletak beban pembuktian, Jika ia dapat membuktiken adanya
kerugian yang diderita tersebut, maka ia dapat memmtut pengganti
kerugian di samping denda

Oleh karena itu, apabila ketentuan-ketentuan sudah terpenubi, namun
pihak kontraktor tidak sanggup unftuk melaksanakanmya (memenuhinya),
maka kemungkinan aken timbul perselisihan di antara kedua belah pihak
yang berkembang menjadi sengketa.

Untuk  menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian
pemborongan akibat wanprestasi, mska menurut Agus Syifeanddin, Ketna




Panitia Pemilihan Pemenang Tender PU Pengairan Sulawesi Selatan
(wawancara, 14 September 2001) mengatakan bahwa:
upaya hukwm:  apa Yyang akan ditempuhnya yang biasanya

dicantimkan dalam surag perjanjian, sedanghkan sengketa yang
menyangkut segi administrasinya diselesaikan secara ligitasi,

Kenyataan yang diperoleh penulis tentang masalah sengketa
perselisihan pemborongan dewasa ini, bahwa perselisihan yang timbul baik
daﬁsegitehﬁsmaupunsegiadministrasibiasanyadﬂakukandiluar
pengadilan, baik ity dengan cara musyawarah untuk mufakat, perdamaian
dan arbitrase.

Cara penyelesaian perselisihan melalyi musyawarah untuk mufakat
biasanya digunakan untuk menyelesaikan bentuk perselisihan pemborongan
akibattimb\ﬂnynperbedmpendapatdiantamkeduabelahpihak. Hal ini
biasanya dﬂahlkandenganca:apenyelesaian melalui musyawarah untuk
mufakat biasanyadﬂahlkandcngancaradialogantam kedua belah pihak
dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah Pihak ketiga yang
dilibatkan ini harus mengetahui hal-hal yang diperselisihkan,

Sedangkan cara penyelesaian perselisihan melahii perdamaian biasanya
digunakan untuk menyelesaikan  perselisihan pemborongan  yang
mengandung  bentuk perselisihan/persengketaan  Dalam menyelesaikan
perselisihan pemborongan dengan jalan perdamaian ini biasanya diambil
tenaga-tenaga ahli,yangdalamhaliniahlidibidanguya untuk didengarkan
penjelasannya menyangkut pokok persoalan.




Selanjutnya cara penyelesaian perselisihan dengan menggunakan
arbitrase ini dilakukan apabila ‘edua belah pihak sudsh menempuh jalan
musyawarai dan perdamaion namm perselisihan pun  belum dapat
diselesaikan. Penyelesaian dengan menggunakan badan arbitrase inj
dilakukan dengan cara kedua belah pthak menunjuk masing-masing arbiter,
selanjutnya kedua arbiter ini memilib/menunjuk satu lagi arbiter. Biasanya
arbiter yang ketigalah yang memegang peranan dalam pengambilan putusan,

Agus Syifeauddin, Ketua Panitia Pemilihan Pemenang Tender PU
Pengairan Sulawesi Selatan (wawancara, 14 September 2001) juga
mengatakan bahwa:

Mengenai perkara perselisikan pemborongan yang lerjadi di

Sulawesi Selatan pada umimrya kurang yang s i ke pengadilan.

Menurutnya perkara Yang blasa sampai ke pengadilan ity terjadi bila

betul-betu! sudah tidak Wisa dilakukan secara musyawarak dan

damai lagi serta sudah melanggar undang-undang,

Berdasarkan pendapat Agus Syifeauddin tersebut, penulis dapat
memberikan alasan bahwa kemungkinan  besar kurangnya perkara
perselisihan pemborongan yang sampai ke pengadilan disebabkan karena
pengurusannya sangat rumit dan memakan wakty yang cukup panjang (lama)
sedangkan para pihak butuh wakty yang cepat. Selain itu juga, dengan
menggunakan badan arbitrase mungkin jauh lebih baik karena di samping
waktunya cepat, putusannya akan lebih sesuat dengan perasaan keadilan
magyarakat karena biasanya arbiter/wasit dipilih sendiri dari orang-orang




yang shli dalam bidangnya dan lagi pula pumsan peradilan wasit tersebut
da)at mershasiakan tentang kelemahan perusahaan yang bersangkutan.

Risiko dalam Perjanjian Pemborongan

Dalam menentukan pembebanan risiko  karena musnahnya atau
kerusakan pada perjanjian pemborongan disebabkan atas, apakah pemborong
melaksanakan pekerjaan dengan menyediakan materialnya, atau hanya
melaksanakan pembangunan 53ja tanpa menyediakan materialnya.

Jika pemborong yang melakukan pembangunan dan yang menyediakan
bahan materialnya kemudian pekerjaannyas musnsh sebelum penyerahan
pekerjaan maka risiko ada pada pemborong, berarti pemborong harus
mengerjakan lagi dengan bahan materig] yang baru, kecuali jika pemberi
tugas (pimpro) telah lalai melakukan pemeriksaan dan”" menyetujui
pembangunan tersebut, maka risiko beralih padanya

Bagi pemborong yang hanya melaksanakan pembangunan  saja,
kemudian terjadi kerusakan ssbelum pekerjazn diserahkan maka risiko ada
pada pemborong, artinya bahwa pemborong hanya bertanggung jawab
terbatas pada kesalahan yang dibuatnya. Sekalipun tidak ads kesalahan pada
pemborong ia tetap tidak berhak menerima pembayaran biaya pemborong.
Hal demikian sesuai pula dengan pembebanan risiko pada perjanjian timbal
balik pada umumnya, yaitu jika pihak yang sam terhalang untuk mememuh;
prestasi, pihak yang lain juga dibebaskan dari kewnjiban,
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Suatu irigasi yang telah diborong dengan harga tertentu kemudian rusak
sebagian atay selurubnya yang disebabkan karena adanya kesalahan atay
akibat dari jeleknya kualitas bahan material yang dipakai, atau karena
keadaan tanah, maka para shli irigasi dan pemborong yang bersangkutan
bertanggung jawab untuk ity selama jangka wakty pemeliharaan 365 hari,
Demikian juga jika setelah penyerahan pekerjaan barangnya musnah akibat
kesalahan Pemborong atau adanya cacat yang tersembunyi, maka pemborong
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebuyt.

Menurut  Abi Zamahsyari, Pimpro PT. Pembangunan Perumahan

(wawancara, 2] September 2001) mengatakan bahwa:

Pendapat tersebut dj atas, diperkuat juga oleh Yus Suyon, Manager
Proyek Sulawesi Selatan (wawancara, 14 September 2001) yang mengatakan

bahwa:

Jika pembangunan yang dilakukan musnah di luar kesalahan dari
pemborong, misalnya karena banjir, gempa. bumi, kebakaran dan sebagainya




3. Keadaan Memaksa (O ermachi)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (overmat) di dalam
perjanjian pemborongan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan
sebelumnya yang mengakibatkan pemborong/kontraktor tidak dapat
melakukan kewajibannya.

Menurut Abi Zamahsyari, Pimpro PT. Pembangunan Perumahan
(wawancara, 26 September 2001) mengatakan bahwa:

Masalah keadaan memaksa (overmacht) jarang sekali terjadi di
dalam pelaksanaan pemborongan di Sulawesi Selatan, sebab
masalah ov ermadht ini buken merupakan kehendak dari kedua belah
pihak tetapi merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa
Menurutnya, keadaan memaksa (overmacht) ini sering terjadi pada
daceral-daerah yang rawan gempa bumi seperti di Jawa, Kalimantan,
Sumatera dan lain sebagainya.
Adapun keadaan memahsa yang sering menghambat pelaksanaan
pemborongan adalak:
o Gangguan Alam seperti:
1. Hujan, banjir di atas normal.
2. Gempa bumi
3. Kebakaran dan lain-fain
o Perbuatan manusia seperti:
a. Gangguan Keamanan, misalnya:
1. Pemberontakan
2. Peperangan
3. Huru-hara dan lain-lain.
b Pemogokan buruh/tenaga kerja yang bukan disebabkan
kesalahan pemborong atau Rontrakior.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka apabila dihubungkan
dengan isi perjanjian pemborongan kontrak, overmacht/keadaan memaksa

tersebut sungguh-sungouh merupakan penyebab terhambatnya pekerjaan dan
dapat dibuktikan oleh pemborong/kontraktor, maka ini dapat dibebaskan dari




pertanggungjawaban  atas kerugian dan  keterlambatan penvelesaian
pekerjaan. Maka kontraktor tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang
cepat dan tepat untuk mencegah dengan membuat perjanjian secara tertulis
selambat-lambatnya 3 x 24 Jam setelah terjadinya peristiwa diiluti laporan
terpeniaci paling lambat 7 harj sejak terjadinya peristiwa tersebut kepada
pihak proyek irigasi.

B. Faktor-faktor Yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan  Perj anjian

Peruborongan Pembangunan Proyek Irigasi dan Upaya Penyelesaiamya

1. Faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan
Pembangunan Proyek Irigasi

(1} Faktor penghambat (negatif) pelaksanaan perjanjian pemborongan
pembangunan irigasi.

Dalam pelaksanaan suaty perjanjian para pihak tidak terlepas
akan masalah-masalah yang dapat saja timbul baik masalah-masalah
antara para pihak maupun masalah yang timbul karena adanya pihak
ketiga yang merasa di dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan
tersebut. Dengan adanya suati masalzh tentunya hal tersebut akan
menghambat pelaksanaan suat pekerjaan,

Menurut Agus Syifeanddin, Ketua Panitia Pemilithan Tender PU
Pengairan Sulawesi Selatan, yang lebih cenderung melihat faktor

penghambat  pelaksanaan pemborongan yang  dikaitkan dengan

keberadaan Dinas Pekerjaan Umum (pihak yang memborongkan)
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(wawancara, 14 September  2001) menyatakan bahwa faktor
penghambat pelaksanaan perjanjian pembangunan di Sulawesj Selatan
adalah sebagai berikut:

1. Pemborong Jang mengerjakan beberapa proyek secara
bersamaan sering menggunakan dana provek yang satu
digunakan di proy ek yang lainnya, sehingga proyek
by ersebut terhambat dalam peny elesaiannya.,

2. Dalam penggunaan uang muka yang diberikan ol ek pihak
yang memborongkan, uang muka tersebut  sering
disalahgunakan ol ek Dihak pemborong untuk keperluan
lainnya,

3. Hambatan yang lain yaitu bahwa walaupun pemborong
telah memenuhi syarat secara administrasi atau telak {ofos
dalarm tahap prakudlifikasi, hal tersebut tidak menjamin
bakwa pemborong dapat melaksanakan Dekerjaan dengan
baik.

4. Dalan hal keadean memaksa (overmacht), sering
dimanfaathan ol ch pemborong untuk dijadikan alasan
mengenai Reterlambatan pekerjaan atau dijadikan alasan
untuk membuat perjanjian tambahan untuk mendapathan
biaya tambahan dan ganli rugi dari pihak yang
memborongkan.

S. Pemborong dalam melaksanakan pekerjaannya seringkali
meny elesaikan pekerjaan hanya untuk mengefar larget
pembay aran.

Kemudian Abi Zamahsyari, Manager Proyek PT. Pembangunan
Perumahan (wawancara, 26 September 2001) yang lebih cenderumg
melihat faktor penghambat pelaksanaan pemborongan yang dialami
oleh pihak pemborong di lapangan adalah:

1. Faktor cuacayang buruk

Faktor cuaca sangar meneniukan berhasil tidaknya
sualu  pekerjaan  pemborongan irigasi. Terkadang

Pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jadwal yang
telak  ditetapkan kadang tertunda karena keadaan

e ———————————
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aiaca tidak memurngkinkan, misalnya dengan adanya
hujan, dan lain-tain sebagainya.

2. Dalam pekerjaan d&i lapangan pik ik pemborong kadang
harus berhadapan dengan masyarakat Setempat yang
merasa dirugikan.

Dari beberapa faktor penghambat yang telah diuraikan d atas,

Abi Zamahsyari mengakii bahwa kesemuanya ity pemah dap bahkan
sering kali menghambat pelaksanaan pekerjazn pemborongan di
lapangan. Belian juga mengakui bahwa akibat dari faktor-faktor
penghambat tersebut terkadang menimbulkan terhentinya pelaksanaan
pembangunan untuk sementara Namug akibat dari gangguan/hambatan
tersebut, tidak membuat aktivitas pelaksanaan pembangunan tersebut
terhenti sama sekali, akan tetapi pibaknya selaku kontraktor atay
penanggung jawab utama pelaksanasn proyek tersebut akan berusaha
semaksimal mumngkin untuk memutupi getiap hambatan yang dialaminya,

(2) Faktor positif pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan
trigasi.

Memurut Agus  Syifeauddin dan Abi Zamahsyart  dalam
wawancara yang terpisah (wawancara, tanggal 26 September 2001),
masing-masing mengatakan bahwa:

Pada dasarnya Jaktor Positif yang mempengaruhi pelaksanaan

pemborongan agar sesuai dengan isi perjanjian itu biasaterjadi

bila faktor_faktor penghambat (negatif) tersebut tidak terfadi

(ddak dialami ofek pikak  kontraktor), Selanjutnya jadi
menurutnya, faktor positif dari pelaksanaan pembangunan

—— e |
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agar sesual yang diharapkan adalah kebaltkan darl fakior
negatif, misalnya:

Faktor cuaca yang baik, stabil,

Bahannya cukup tersedia

Ketertiban di lokasi terjaga

Dananya cukup dan tidar terfadi fluktaasi rupiak/resesi
eRon omi,

Tidak terfadi kerusakan bada alat-alat yang digunakan.
Tidak terjadi kerusakan pada alat-alat yang digunakan,
Kondisi negara dan ekon omi stabil,

Setiap kontraktor (emborong) memiliki alat yang cukup,
baik alat ringan mavpun alat berat.

Dan lain-lain sebagainya.

R n >

RN o

ol

Dari beberapa keterangan tersebut di atas, maka menurut pemylis
bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan tidak tertutup
kemungkinan akan timby] pengaruh yang sifatnya menghambat
(negatify dan pengaruh yang sifatnya menguntingkan  (positif)
tergantung  dari situasi dan kondis; pada saat proyek tersebut

dilaksanakan.

2 lbayaPewelesaianyamIIIalaicanolehParaHhak
Adapun  upaya-upaya yang ditempuh para pihak dalam mengatasi
bambatan tersebut menuryt Agus Syifeauddin (wawancara, 16 September

2001) adalah;
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1. Hambatan yang dilakukan oleh pihak pemborong berupa

wanprestasi baik itu disengaja maupun kelalaian berupa

memberi teguran agar pemborong memenuhi kewajibannya
sebagaimana yang telak diperjanjikan dalam Jangka waktu yang
layak Setelah adanya teguran melalui peringatan tertulis tiga

dengan demikian setiap wanprestasi, yang dilakukan oleh pikak
pemborong dikenakan denda. Jika hal tersebut belum diindahkan
oleh pihak pemborong maka yang memborongkan berhak untuk
memutuskan perjanjian secara sepihak,

Kemudian menunt Abj Zamahsyari, Manager Proyek PT.
Pembangunan Perumahan (wawancara, 26 September 2001) menyatakan
bahwa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adajah:

1. Pihak pemborong dalam mengatasi hambatan karena cugeg
tersebut, pemborong biasanya mempercepat  suatu  tahap
Dekerfaan dari jadwal yang telak ditentukan sebelum hambatan
ltu datang, misalnya pengecoran dikerjakan sebelum musim
hujan tiba,

2. Dalam ha! kurangnya bahan materigl, pemborong biasanya
bekerja sama dengan pihak leveransir untuk pengadaannya,
Pikak pemberong biasanya mengambil bahan material yang
dibutuhkan terlebik dakuly dan mengenai pembayarannya akan
menyusul kKemudian setelah dana diperoleh pihak pemborong
dari yang diborongkan,




39,

3. Bakwa permasalakan yang tmbul antara pemborong dengan
masyarakat karena kurangnya ketertiban g lokasi biasanya
diselesaikan dengan cara musyawarak,

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, yang apabila dihubungkan
dengan upaya penyelesatannya adalah Jika terjadi suatu keterlambatan
pemborongan yang disebabkan karena wanprestasi, maka upaya
penyelesaiannya adalah diawalj dengan dilakukan teguran selama tiga kali
tapi kalau tidak diindahkan maka bisg sgja dikenakan denda dan selanjutnya
kalau tidak diindahkan lagi, maka dilakukan pemutusan kontrak. Lain halnya
dengan sebab ov ermadht, hal seperti ini diselesaikan dengan melihat kondisi
borongzn tersebut.

Lain halaya bila terjadi keterlambatan pemborongan disebabkan di lyar
dua hal di atas, maka Upaya penyelesaiannya ditlmtut‘ dari kemampuan
masing-masing pihak untuk mengatasi hambatan tersebut, serta dituntut
adanya musyawarsh antara kedua belah pihak, sehingga dengan demikian
dari perjanjian pemborongan dapat tercapai sesuai dengan isi kontrak,




BABIV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pemborongan pembangunan irigasi Sekka-Sekka di
Polewali Mamasa telah dilakukan sesuai dengan isi perjanjian pemborongan
antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) dengan P.U Pengairan.

2. Faktor-fakior yang menghambat dalam pelaksanaan Petjanjian pemborongan
Ppembangunan proyek irigasi Bendungan Sekka-Sekka adalah:
a. Cuaca yang tidak kondusif
b. Ganti rugj tanah masyarakal yang terkena proyek.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pemborong (PT. Pembangunan Perumahan) di dalam
melaksanakan perjanjian pemborongan lebih ditingkatkan lagij, agar
pelaksanaan perjanjian pemborongan berikutnya dapat selesai tepat pada
waktunya tanpa adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam
pembuatan kontrak proyek yang diadakan oleh Dinas P.U Pengairan
hendaknya kedudukan para pibak sejajar dan tidak mengesampingkan Pasal
1266 tentang: syarat bata] dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan
yang timbal balik, andaikata salah satn pihak tidak memenuhi kewajibannya.
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Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demj hukum, tetapi pembatalan

pekerjaan  seperti memantay keadaan cuaca, mengadakan pendekatan

tethadap masyarakat yang terkena proyek.
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PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)
) DVO -1V CABANG v

: JL. LET. JEND,. HERTASNING BLOK 111 MAKASSAR 90222
\TELP, : (0411) 86757 =~ 868701 - :

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah inj -

Nama :Ir. Abi Zamahsyari
Jabatan : Manager Proyek Sekka-sekka

Dengan ini menerangkan bahwa -

Nama - Muh. Amin

Stb. : 4596060073
Fakultas  : Hukum

Jurusan SHimu-iimu Hukum

Universitas Universitas » 45 »

3ahwa  yang bersangkutan benar telah mengadakan penelitian di
T, Pembangunan Perumahan (Persero) pada Proyek Bendung
ekka-sekka tanggal 25 September 2001

)emikianiah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Makassar, 27 September 2001

Manager Proyek Sekka-sekka

Ir. Abi Zamahsyari

Manager Proyek




DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT SUMBER DAYA AIR WILAYAH TIMUR

PROYEK IRIGAS! SULAWES] SELATAN

JL.A.P.PETTARANI NO.8§ T 445072 FAX. 445072 MAKASSAR KODE POS 9023
E-Mail : progasisulsel@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Al BEILRANGAN
Yang bertanda tangan dibawah inj -
Nama  AGUS SYIFEAUDDIN, SE
NIP. . 110029068
Jabatan : Asisten Umum Proyek [rigasi Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa -

Nama . MUH. AMIN

STB. . 4596060073

Fakultas . HUKUM

Jurusan : ILMU-ILMU HUKUM
Universitas  : Universitas "45”

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Proyek Irigasi Sulawesi
Selatan mulai tanggal 13 September 2001 s/d tanggal 30 September 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya
Makassar, 4 okwoer 200]

80 Umum Proyek Irigasi

Cl123:\C\8-Ket
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COVERNMENT O THE REPUBLIC QF INDONESTA

MINISTRY OF ruBLIC WORKS

DIRECTORATE GENIRAL O WATER RESQURCES DEVELOPMENT
SOUTH SULAWESIE IRRIGATION PROJLECT

SIPOLENMAJLP] IRRIGATION SUB - PROJECT

Jabion Letjend, Cator Subvoty No. @ Telephonc (hi21) 921525 Pinrany

S
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CONTRACT AGREEMENT
SOUTH GULAWES IRRIGATION PROJECT
| SIPOLUMAJURT RINGA FION SUL-PROJECT, IDB L.OAN NQO.INI)-0056
CIVILWORKS OF MALCLO IRBIGATION REGION, CONSTRUCTION OF SEKKA-SEKKA
WEIR AND ITS ARPURTENANT STRUCTURES

CONTRACT AGREEMUNT PLERJANJIAN KONTRAK
Contracl Agrecimer Vrcinaiien tegeiie Peranjian Kontrak  ini (termasuk  semua 3
W Appendices ailluchod  Boroto . and Lampiran—lampiran yang  dilampirkan [
Yoan aniegral part hereol,  called e dan merupakan  salu Kesaluan  yang  tidak i fh
EMENTY, datsd the Sisth o January, lerpisahkan dari Perjanjian - Kontrak, yang .
o Hundred and Minetr Sovers selanjultnya disebut "PERJANJIAN"), tertanggal
vy G, 1997) Cham Bulan Januari Tahun Seriby Sembilan .
Rutus Sembilan Puluh Tujuh (6 Januari 1997) 2
Lelveeon anlara :
-
vernment of the Bepublic of ndonesia,  Pemerinlal Republik  Indonesia,  Direktorat R
rale General of  Waler Hesources Jenderal  Pengairan, Departemen Pekerjaan '
dment (DGWRD), Ministry of Pulilic Works Umum, yang diwakili oleh Pemimpin Bagian -
resenicd by ihe Manager  of  the Proyck  Irigasi Wilayah Sipolemajupi Proyek _
ajupi Irrigation Sub--Project of ihe South Irigasi Sulawesi Selatan (yany seclanjutnya disebut %
i Irtigaiion Project (nercinalter zalied the "PLMILIKY
YER")
and dan

anguinan Perumahar cduly  oraanizec PT. Pembangunan Perumahin yang seccara sah
ting undcr and Dy viriue of the Jaws of didirikan  dan bernaung di  bawah dan )
Mblic of Indonesia (hereinaller referred menurut - Undang-undang  Repubiik indonesia e
"CONTRACTOR"), tor CIVIL WORKS OF {yang selanjulnya disebut *KONTRAKTORY), untuk
b0 IRRIGATION RLUGION, PEKERJAAN  SIPIL  DAERAH IRIGASI
UCTION  Oi°  SEKKA—SEKKA WEIR MALOSO, PEMBANGUNAN BENDUNG
APPURTENANT SRUCTUNES. SEKKA-SEKKA BESERTA BANGUNAN
: PELENGKAPNYA .

e

ARG By s e

ral

REFORE i s acreby agreed by and  MAIKA DENGAN NI disetujui olch dan diantara
e parties hereto as follows - pihak —pihak tersebut, schagai berilut ;

L Agreemcen!, words and exnressions 1. Kata-kata dan ungkapan—ungkapan dajam

have the same meanings as are Perjanjian ini harus mempunyai arti yang sama

Flively  ascigned 1o them  in the sebagaimana  yang dituangkan  dalam

ions of Conlract hereinalter reieried to. Syarat--syarat  Kontrak yang disebutkan
RTINS




the Coniractor shall exceuto aiicl compl: te
e following Works and remedy any defects
fherein namely

SIPOLEMAJURT  IRRIGATION SUL -
PROJECT,  CIVIL WOIKS OF
MALOSO  INRIGATION REGION,

CONSTRUCTION OF SEKKA —SUKKA WLIR
AND TS APPURTENANT UTRUCTURES,

in

accordance with this Agicemant and the

Conirae Cocumonis as Reromalter delinod

The time for cormplelion of th
he  Werls

whole of

from {hc receipt of

e Notice 1o Proceed shall be 1,080 (o
ihausand and cighty) caloncar duys, and tie

inaintenance

period chali bhe 365 (three

Hundred and sixy five) walenda days alior
i receipi of the Corificals of Coimpletion,

he  Contract

Decumernis  as presciibod

reunden shall be deomied 0 o and e
cad and constiucd ag patiof thin. Agrecmoeit

amely

)
)
)
)
F

(@) VOLUMI ONE

Conlraci Agreement
Notice {0 Proceed
Performance Bond
Power of Atlornoy
Leller of Aceepiance
Minutes of f7re - Award Meeting
Announcement of Tender Winner
Approval Leiter of Ministor of PU
Approval Leiler of IDB
) Approval Ludter of Minister of
EKKUWASEBANG
} Priced Bill of Quantitic:
Addenda of Tender Documenis
Contractor's Tender Proposal
Tender Documeni Vo, |
Altachment:. :
(i) Notary Act of Coranany Culablishiment
(i) SKN
i) NPWP
V) SiUJK
v) TDR
Vi) GAPENS
/i) Bank Ruference
vitl) Oiher Suplementary Data

1
..

4.

Nontrahklor  harus melaksanakan,
incnycicsaikun dan momperbaiki Pckerjaan—
jpekeijaan, yaitu

DAGIAN  PROYEK IRIGAS] WILAYAH
SIPOLEMAJUPI, PEKERJAAN  SIPIL
DAERAI IRIGASI MALOSO, PEMBANGUNAN
LENDUNG  SEKKA--SEKKA BESERTA

BANGUNAN PELENGKAPNYA,

sesual dengan Perjanjian ini dan Dokumen-
dokuinen  KKontral scbagaimana yang
ditentulcan sclanjulnya,

Waklu untulk penyelesaian selurch Pelkerjaan
dibitung  sejuk  penerimaan  Surat Perintah
Mulai Kerja  adalah 1,080 (seribu delapan
putuh) hart kalender dan jangka  waldu
pemchiharaan adalah 365 (tiga ratus enam
pulih fima) hari kalendor dihitung setelah
pencrimaan Sertifikat Penyelesaian Pckerjaan,

Dokumen--dokumen  Kontrak sebagaimana
ditentukan  di bawah ini harus dianggap
membenluk dan  dibaca  serta diartikan
sebagai bagian dari Perjanjian ini, yaitu :

(a) JILID SATU

1} Perjanjian Kontrak
) Surat Perintah Mulai Kerja
(8} Jaminan Pelaksanann
{(4) Surat Kuaza
) Surat Penunjukan '
G} Berila Acara Pre—Award Meeting
(7} Pengumuman Pemcnang Pelelangan
(8) Surat Persetujuan Menteri PU
(9) Surat Persetujuan IDB '
(10) Sural Persetujuan Menteri
EKKUWASBANG
(11) Daftar Kuantitas dan Harga yang terisi
{12} Addenda Dolumen-~dokumen Tender
{13) Proposal Penawaran Kontraktor
(14) Dokumen Tender Jilid |
(15) Lampiran —lampiran :
(i) Akle Pendirian ’erusahaan
(i) SKN
(i) NPw2
(iv) SIJJIK
{v) TDR
(vi) GAPIENS
{vii} Relerensi Banik
{viir) Dala Pendukuieg Lainnya

i
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(b ) VOLURME Two

(i) General Conditions of Coniraci
(<) Special Conditions of Coniracl

T

"
i

I

-
[

Tne Contracior, subjeel o e

{¢) VOLUME THRi T

i) General Specilicalions
/

Technicad Specificatons
(Jd) VOLUNE FOU:

Draviigs

e lernis, condivons And recuirements. of
2 Coniract Documents, shall j.revail excopl
hase which are capressly moditied or allerod

y this Acrocmen!

Diovisions

i the Contrae! Documen:s, shai:

f:
)

v Execuie o comizivie the Works g
remeay any defects derin with cJue
care and <diligence and provide all labour
inc?udéng supervision thercaf, materiag,
cquipmenis, blants, iranspurt 1o or from
he Site and in or about the: Works, ing
all other things wheiher of <4 permancnt
or temporary palurc requiced for such
Cxecuiion, completicn and ‘emecdying of
acfects an speciliod in ar reasonable to

beinicrred from ihe Conirac: Documents,

Execuic and comiplde the Works and
r

remedy any deifecls herein as specified
in the Contract Cocuments (o the
saiicfaciion  of  {he Engineer  afler
consutlation  with thoe Emplayer, except
as legathy or Physically impessible to be
cxecuicd.

Ketentuan - ketentuan,

(b)JILID DUA

Syaral —syarat Urnum Kontralk
Syarat—syarat Khusus Kontrak .

(c) JILID TIGA

Sposr’likasi——spesiﬁkasi Umum
Spesiﬁkasi—spesifikasi Teknis

(<) JIID EMPAT

Gambar—gambar
*
syarat—syarat  dan

Persyaralan —persyaratan Dokumen -dokumor -

Kontralk harug berlalkuy,
tegas

kecual yang secara

dimodililcasi atau  diubah cleh

Perjangian ini,

Scsuai dengan ketentuan—ketentuan
dalam Dokumen--dokumen Kontrals,
Lontrakior harys :

(1) Ivlulakuanakan, menyelesaikan  dan
memperbaiki Pekerjaan-:pekerjaan
dengan  penuh ketelitian dan
kesungguhan dan menyediakan segala -
lenaga  kerja termasulk Pengawasnya,
Imhan“bahan, alat—alat . berat,
peralaian —peralatan, pengangkutan

(b)

ke alau dari Lokasj dan di dalam atay di -

sekitar - Pekerjaan —pekerjaan, seria _
stgala  sesuaty baik yang .
bersifal  permanen maupun yang -
bersifat  sementara yang diperlukan

uniule  pelaksanaan, penyelesajian  dan
perbaikan Sebagaimana vang
dirinci  dalam Dokumen—dokumen
Kontrak atau yang disimpulkan secara
wajar dar Dokumoen—dokumen Kontrak.

Melaicsanakan, menyelesaikan  dan
memporbajlki Pekerjaan—-pekerjaan
sebagaimana yang dirinci  dalam
Dokumen —dokumen Kontrak sampai
diterima  baik  ofeh Direksi  setelah
berkonsultasi dengan Pemilik,
kecuali  apabilq menurut hukum
alaupun  sccara  fisik tidak  mungkin

dilaksanakan,




|

Do Cooperaling wilh the jocal wimall
scale conlracior {GEL) in matiers of the
Works spproved by the Engincer which
are to be subletled with concition thal
the Corniracior i iully rosponsible jor
that pariicular works.

=mployer shall -

rovide the Contraclar wilh access o,
\nd use of, all land and premicos to e
xXient s indicaled on thoe Drawings
ndfor in the Coniract Cocuime:ts.

y the Coniracior arnounting lo the
ontract Price for the cxecuion andg
mpletion of the Vorks ane  the

medying of any defels trerein, as
sasured and delermined on the basis
the unit and Umpsum prices set forth
the Bili of Quantitics at the me and
nner prescribed  in iho Contract
cuments or at such prices as may
orwise  be  deiermined under  the
15 N he Contract Docuimeni;,

siract Price including the tndonesian
\dded  Tax (PPN) of 10%, obtained
> estimated quantilics of works and
lumpzum prices as indicat.d in the
waniitios, subject o sueh addition
O dhudiuction therefrom as may Lo
wder the jwovision i1 the Contract
13, “imounting lo ip. 20,985,055,254
ve biflion nine hundred and cighty
ion ifly oix thousand two hundred
PUF Tupsials ).

ate of signing by the both partics
D.

Fiice o Proceed will e issued only

the  Agreement  has  becomo
e, excepl as othoerwise provicled
C Zmployer and the time for
Plicn of the whole of tho Worlis
PIemence 7 (seven} days aiter the
th2 Notice to Prococd.

&.

‘drecimeni shall become eficlive on 9.

-~

(¢) Bekerja

sama  dengan  rekanan
golongan  ekonomi lemah ‘setempat
(GEL) dalam  hal ,’Jekerjaan—-pekerjaan
yang tefah disclujui oleh Direksi untuk
disubkontrakkan, dengan ketentuan
bahwa  Kontraktor tetap benanggung
jawab  lerhadap ,;vekerjaan—-pekerjaan
tersebut.

Pemilik harus

(@) Menyedialkan bagi  Kontraktor jalan

masuk ke dan pengqgunaan dari -semua -

fahan  sorta tempat—tempat . yang
cakupannya  sebagaimana | dinyatakan
paca Gambar—gambar  dan atau
dalem Dokumen—dolumen Kontrak.

(b) Membayar Konltraklor

sebesar  Harga

Kontrak atas pelaksanaan, penyelesaian

dan  perbaikan Pukerjaan—pekerjaan
berdasarkan  hasil pengukuran  dan
harga—harga satuan serta harga—harga
lolal tetap yang tertera dalam Daitar
Kuantitas  dan Harga pada wakty dan
dengan  cara yang telah dilentukan
dalam Dokumen—~cokumen Kontral
alau  dengan harga—harga yang
fungkin  ditentukan  secara lain
berdasarkan ketentuan-ketentuan
dalam Dokumen—dokumen Kontrak.

Harga Konlrak termasuk PPN 10%, yang
dipcroleh dari perkiraan kuantitas pelkerjaan
dan harga-harga satuan serta harga—harga
total tetap sebagaimana toriera dalam Daftar
Kuantitas dan Harga yang mungkin bertambah
atau berkurang  inenurut ketentuan  datam
Dokurnen—dokumen Kontrak, sebesar
Rp. 25.083.056.254, — (clua puluh fima mityar
sembilan  ratus delapan  pufuh tiga juta

ima  puluh  enam  riby dua ratus lima
puluh empat rupiahy).

(@) Perjanjian ini harus berlaliu efektif saat
tanggal penandatanganan  oleh  kedua
belah pihalk yang bersangkutan,

{b) Sural Perintah Mulaj Kerja akan diterbitkan

hanya selelah Perjanjian berlaky efekti,
kecuali ditentukan lain oleh Pemilik dan

waldu  unlulc penyelesaian  seluruh
Pekerjaan harus dimuiai 7 (tujuh) hari

setelah tanggal Surat Perintah Mulai Kerja,

t_rg
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This Agreement shall  extend o and be
binding upon the parics hercio, ckeculors,
siecessors andpermitiod assignecs, who shadl
jcinlly or severdlly be entitled 1o the benalils
i responsibililies of this Agreoement,

this Conlract Agreement the | aglish version
hall govern.

a) Wheie there i any diicrepaney belween
the  Contract Document:.,  they  shail
govermvit the following hici.achy
(i) Amendment lo Contract
Agreinent, i qiny

{2} Thin  Contiaet Agreemanl,
cludingg ol of Do wnenis and
Atachimenis in is tur shall aovemn

Cach oo following  the  order
deseribed  in Velun i 1 ol the
Sontract Docuraents as

sipuiated in aiticle {a) of Ihis

CGoniracl Angrecment,

{S) Spedal Conditions of Contraet
() General Condiuons of Gontrac:
(S) TTechinical Specifications
(6) General Specification:
7) Dravinegs :

-~ Dimension in the I ure

Dimunsion by the Scale

Fer he purposes of s Contract
Agreciment, the respeclive partios agree
0 waive the Clause 1266 of the
denesian Civil Law (Kitab
UNaang undandg Hakum Frordain).
Pt oas clherwise provided for in the

raci Docuinienis or agrecd between the
S, e addiresses to which certificates,
25, orders and requests for the respeciive
S shall e delivered are -

¢ Einployer

MAUPI irfigation Sub—Preioct

d. Galol Subroto No. 5

a 01212, South Sulawesi

one (C121) 320016 — 971505
(0421) 9215125

10.

11.

12,

Perjanjian ini harus
kedua belih pihak yang bersangkutan, para
pulaksana, pPengganti-pengganti dan
waldil —walkil yang sah, yang secara
bersama-sama atau masing— masing berhak

alas  manfaat  dan langgung  jawab * dari
Perjanjian ini,
Dalam  Perjanjian  Kontrak  inj yang

miengikat adalah bahasa Inggris.

(a}Jika ada perbedaan pPengertian diantara
Dokumen—dokumen Kontrak, maka
harus tunduk kepada ketentuan uruian
schagai berilout - '

{1) Amandemen Perjanjian Kontral,
jika ada
(7) Pujanjian Kontrak ini, termasuk

semua Deokumen—dokumen can
Lampiran—Iampiran yang berlaku
sesuai wrutan dalam Dokumen’
Kontrakk  Volume | sebagaimana’

dicanlumkan dalam Pasal 4 (a) dari
Poerjanjian Kontral ini.

(S} Syarat-syarat Khusus Kontrak

) Syarat—syarat Umum Kontrak

5) Spesifilasi-—spesifikasi Teknis

(G) Spesilikasi—-sposifikasi Umum

(7) Gambar—gambar -

— Ukuran pada Gambar

— Ukuran olch Skala-

(L) Unluk kepentingan Perjanjian Kontrak ini,

Kedua  belah  pihak sepakat  untuk
mengabailkan  Pasal 1266 Kitab
Undang—undang Hukum Pardata.

Kecuali  apabila ditentukan lain  dalam

Dokumen—dokumen Kontrak atau disepahati
oleh kedua belah pihak, malka alamat—alamat
uniuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan,
perintah dan permintaan untuk
masing—-masing pihak adalah -

Unlule Pemilik

Proyck Irigusi Wilayal, Sipolemajupi
JI. Jend. Gatot Subroto No. 5
Pinrang 91212, Sulawesi Selatan
felephone (0421) 921016 — 921525
Fa (0421) 921525

mencakup dan mengilkat

——————...




For the Engineer :

Sipolemajupi Irrigation Sub—Project
JI. Jend. Gatot Subroto No. 5
Pinrang 91212, South Sulawesi
Telephone (0421) 921016 ~ 921525
Facs. {0421) 921525

For the Contractor ;

PT. Pembangunan Perumahan

JL. Letjen.Hertasning Blok 1i/1
Ujung Pandang 90222

Telephone (0411) 868701 -868757
Facs. (0411) 868692

WITNESS HEREOF, the parties hereto have

sed this Contract Agreement to be signed in

r respective names and executed the
cipal office of the Employer as of the date and
first herein above written.

Untuk dan atas nama/
For and on behalf of :

_ K Kontraktor/
The Contractor,

D

A/ I KASMAN MUHAMMAD
Manager of Branch VIH
PT. Pembangunan Perumahan

Untuk Direksi Pekerjaan :

Proyek Irigasi Wilayah Sipolemajupi
JI. Jend. Gatot Subroto No. 5
Pinrang 91212, Sulawesi Selatan
Telephone (0421) 921016 — 921525
Fax. (0421) 921525

Untuk Kontraktor :

PT. Pembangunan Perumahan

JL. Letjen.Hertasning Blok I1/1
Ujung Pandang 90222

Telephone (0411) 868701 —868757
Fax. (0411) 868692

DENGAN KESAKSIAN INI, pihak—pihak yang
bersangkutan teiah menandatangani
Perjanjian Kontrak ini atas nama masing—
masing dan dilaksanalian di Kantor Pusat
Pemilik pada tanggal dan iahun yang tercantum
di atas.

Untuk dan atas nama/
For and on behalf of :
Pemennf Republlk indonesia/
The Gév%rnmen | t}*e Republic of Indonesia,

MURNI ME

Mahager of the Sipolemajupi
Irrigation Sub —Project of the South Sulawesi
Irrigation Project

Mengetahw/
Acknowledged

Ir, YUS SUYONO ASMONQ, DIPL. HE

//. LT NIP. 110 019 454
Manager of the South Sulawesi
Irrigation Project




The Contract Price is the price stated in the Letter of
Acceptance and thercalter as adjusted in accordunce with
1he provisions ol the Contract.

Days are calendar days, Months are calendar months.

Day Works are various work inputs subjected to paytent
on a time basis for the Contractor’s cmployce and
equipment, in addition to payments for associated Materials
and Plant,

Quality Defcets is any part of the Works which are carried
out not in accordance with the speciflications given in the
Contract Document.

The Defect Liubility Certificate in the certificate issued
by Project Manager upon correction of defects by the
Conlractor.

Maintenance Period is the period named in the Contract
Data and caleulated from the completion date,

Drawings in the design drawing include ealeulation and
other information provided to be approved by the Project
Munager for the execution of the Works.

The Employer is the party who employers the contractor to
carry out the Works,

The Project Manager is a person, official or entity that is
at any time appointed by the Employer and communicated
in writing to the Contractor, or as defined in the Contract
Data, to act as Project Manager who is responsible for
supervising the Contractor, administering the Conlract,
providing approval of payment to Contraclor, instructing
and cvaluating of any addenda of Contract, and for and on
behalf on the Employer provide time exiension and
Compensation Events judgement.

Equipment is the Contractor’s maclinery and vehicles
brought temporarily on the site to exccution of the Works.

The Iuitial Contract Price is the price started in the Letter
ol Acceplance issued by the Employer.

-
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Lterpretation 2.1

The Intended Completion Date is (he date on which it is
intended that the Contractor shatl complete the Works as
stated in the Comr'u.l Daln

Main Payment is the basic and important payment as
clarified in the Contract Data. _ ,

.

The Site is the locations of Warks defined by the Employer
or other specific location which are part of the site defined
as such in the Contract.

Plant Equipmeat is a component which is of an ntegral
part of the works.

Site Investigation Data is the data included in the Contract
Document used as reference, illustrating the surlace and
subsurface conditions at the site.

A Subeontractor is a corporate who hits i contract with the
Caontractor to carry out a part of the Works in the Contract.

Temporary Works are works  designed, construcied,
mstalled, and removed by the Contractor that are needed
for construction of the Works.

A Variation is an instruction given by the Projeet Manager
which varies the works.

The Works are what the Contract that the Contractor shall
construct, install, improve tor any dulu_l\, and turn over to

- P g

the Employer. S
b interpreting these Conditions of Conteact, singular also
means plural, and the other way round. Ilcndmb have so

significance. Words have their normal neaning wder the
language ol the Contract unless specifically dt.hm_d.

If scetional completion is specificd in the Contract Data,
references in the Conditions of Contract to the works, the
completion datc, and the Intended Completion date apply 1o
any scction of the Works (other than relerences 0 (e
Completion dute and Intended Completion Date for the
whole of the works).

The documents forming the contract shall be interpreted in
the following order or priority

cc-3
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Language

anel Law
I'raject

Manaper’s
Decisions

Delegation

Cannnuni-

culions

subcoutrace-

{ug

Other
Contractor

5.1,

6.1.

7.1,

8.1

(1) Agreement, including Contract Addenda (l! .my)
(2) Leuerof Acccpt.mcc [P :

(3) Contractor's Bid, v

(4)  Bid Docutent Addenda (if any), '
(4) Contract Date,

(5) Condition of Countruct,

(6) Specilications,

(7) Drawings,

(8) Bill of Quantitics, and

(9) Ay other document listed int the contriet data as

forming part of the Contract.

The languape conducted in Indonestan knguage and
shall apply Indonesian Law. - : } .

. » ‘
Exeept where otherwise spectlically stined, the
Project Manager will decide contractual matters
between the Employer and the Contractor in the role
representing the Employer.

The Project Manager may delegate any of this duties and
rcspons:b:hus.s 1o ofher people, gxcept to the Adjudicator,
afier  nou ying e comractor, dnd  nwy  cancel  any
delegation afier notifying the contractor.

Communications between parties that are referred to
in the conditions shall be effective only when in writing, A
notice shall be elTective only when it is delivered. -

.

The Contractor may subcontract with the :mprg'\;au_qf -

the Project Manager, bul may not assign we  Contract
without the approval of the Employer in wriling.
Subcontracting shall not alter the Comtractor’s obligations
part of works to be subcontracted 2ts defined in the Contract

Date.

The Contractor shall cooperate and gshare the suc

with other contractor, public authoritics, antiues, and the
Employer between the dates_given, in the schedule of other
Contraclors, as referred " to inethne Contract Data. The
Contractor shall also provide facilities and services for
them as described in the schedule. The Employer may
modify the schedule of other Contractors, and shall notify
the Contractor of any such modification.




B VN

jMW“M"'Mw;m-Muw..,.‘.;-, e s

r‘ﬂuuucl

- oty
Lingoyer's
and
Cuntraclor's

1Liskis

Fmployer's
Risks

9.1,

10.1

t.2.

»

The Contractor shall employer the key personnel named in

the schedule of key personnel, as referred to in the Contract

Data, to carry out the functions stated in the Schedule or

other personnel approved by the Project Manager. Jhe .
Project Manager will approve any proposed répiackmcinCol ~
key personnel only if their relevant qualitications and
abilitics arc substantially equal to or better than those of the
personnel listed in the schedule. .

I the Project Manager asks the Contractor to remove a
person who is a member of the Contractor’s staff or work |, .
focce, stating the reasons, the Contractor shall ensure that
the person Icaves the site within 7 (seventh) days and has
no {urther connection with the work in the contract.

The Employer carries the risks which this contract
stales are Employer's risks, and  the Contractor
carrics ihe risks which this contract states are
Contractor’s risks.

From the start date until the Deleets Correction

Certificale has been issued, the I'Ullo‘\\'ing are Employer's
- o ° 8 ’ R

. -

risks : v 5

Vi .
G The rnisks of persapl, injury, desth, or loss of or
damage to properly (excluding the works, plaat,

Materials, and Equipment), which are due to

{i) Usc or occupation of the Site by the Warks or
for the purpose of the Works, which is the an
avoidable result of the Works or

- -

ks

© " (ii) Negligence, breach of statutory duty, or

~ 7 interference  with any legal right by the

. o Employer or by any person employed by their
contract (o him except the contract.

(b) The risk of damage to the Works, Plant, Materials,
and Equipment to the exfent that it is duc 1o a default
of the LEmployer or in the Lmployer or in the
Employer’s design, or duc to war or radioactive
contamination directly affccting the country where the
works are to be executed. i

_ - a .

From the Completion Date until the Deleets Correction
certificate has been issued, the risk of loss of or damage to
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Contractor’s
Wisles

[nsurance

[2.1.

13.1.

13.3.

the Works, Plant, and Muterials is an Employer’s risk
exeept loss or damage due to.

(@) a Defect which existed on the Completion Date,

(b) an event occurring before the Completion Date, which
was not it self an ciployers risk, or
(¢j the activitics of the Contractor on the sile afler the

c)
completion date.

From the starting dale until the Defects Correction
Certificate has been issued, the risks of personal injury,
death, and loss of or damage to property (including, without
limitation, the Works, Plant, Malerials, uand Equipment)
which arc not Employer’s risks arc contractor's risks.

The Contractor shall provide, in the joint names of the
Employer and the Contractor, insurance cover [rom the
slart date o the cn? of the Defects Liability Period, i the
amounts and deductitles sunet ||‘_| the contract data for the
tollowing events which are due to the Contractor’s risks

(a} loss of or damage to the Works, Plant and Materials ;

(b) loss of or damage 1o Equipment;

(¢) loss of or damage to property (except the Works,
Plant, Materials, and Equipmient) in connection with

the Contract; and

(d) personal injury or death.

Policies and certificates for insurance shall be delivered by
the Contractor to the Project Manager for the Project
Manager’s approval before the Start, Date. All such
insurance shall provide for compensation w oe payable in
the types and proportions of currencies required to rectify

the loss or damage incurred. P
-

-

If the Contractor does not provide any of the policies and
certificates required, the Employer may effect the insurance
which the Contractor should have provided and recover the
premiums the Employer had patd from payments otherwise
duc to the Contractor or, if no payment ts due, the paymient
of the premiums shall be a debt due. '
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Cop
P

3
¥
A
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15.

134,
13.5
site 14.1.
[nvestigation
Repurts
.-

.

Qn\crics about 15.1.
the Contract
Data

Cunltractorto 16,1,
Cauastruct the
Works

The Works to 17.1
e Complete

4

Alterations to the terms of an insurance shall not be made
without the approvyl of the I'IBjccl‘ Manager.

Both partics shatl cc;luply with any conditions of the
insurance policics.

The Contractor, in preparing the Bid, shadl relay on
any site Investigation Reports referred  to in the
Contract Dala, supplemented by any information avitilable
to the Bidder. ) . - :

T . <t

Fhe Project Manager will  clarify queries on the
Contract Data.

The Contractor shall construct and instal] the Works in
accordance with the Specifications and Drawings.

v
.

The Conlractor may comunence  exceution of the
works on the start date and shall carry out the works

by the lntendeding accardance  with  the program submitted by the

Completion date

Approval by T8.1
the Project
Manuger

18.2.

Contractor, as updated with the approval of the Pryject
Manager, and complete them by )Ithc Intended Completion
Date. b = . 0

1
r

The Contractor shall .;SU.[-)‘II'ﬁI(S])CCii-ICRIiOIIS and
Drawings showing the proposcd Temporary Works to

the Project Manager, who is to approve them i they
comply with the Specification and Drawings.

The Contractor shall be tesponsible for design of
'E'jnporury Works.

The Project Manager’s approval shall not aler the
Contractor’s responsibility for design of the Temporary
Works.

The Contractor shall obtain approval of third parties to the
design of the Temporary Works, where required.

All drawings prepared by the Contractor for the exccution

of the temporary or permancnt works, are subject (o prior
approval by the Project Manager before this use.
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v Access (o e 221,
sSite

311, Instructions, 231
\
M. DiSputes 2400,

PProcedure for 25.1
Disputes

(&)
o

25.2.

safely 19.1.
”. erL_
0 Jiscoverics 20.1.
3. Possession 21.i..
the Site
L4

The Contractor shall be responsible lor the safety of all
aclivities on the site. 2 ’

Anything ol historical or other interest or ol signiticant
value unexpectedly discovered on the Site, shall by the
property of the Employer. The Contractor shall notify the
Project Manager of such discoveries and carry out the
Project Manager's instructioh for dealing with them.

The Employer shall g 1,ivc poss;.ssion of all parts of the

Contractor, If posscssion ol a part is not given by, the Date
stated in ,l‘l_u. CGontract Data, the Employer will be J4 ned o
have delayea the stait of the relevant activities, and this will

be a Compensation Event.
. T

The Contraetar shall allow the Project Manager and
any person awthorized by the Project Munager aceess to the
site and o any place where work in connection with the

- contract is being carried out or is intended to be carried out.

The Contractor shail carry out !l tnstruction of the

Project Manager which comply wath the applicable
fows where the site e located.

If the Contractor believes that a decision aken by the
Project Manager was cither outside the authority given to
the Project Manager by the Contract or that the decision
was wrongly taken, the decision shall be refeered w0 the
Adjudicator whiten four teen (14) days ol the notification
of the Project Manager.

The Adjudicator shall give a decision in writing within
twenty cight (28) days of receipt of a notification of a

dispute.

The Adjudicator shall be paid in accordance with the terms
stipulated in the Contract, together with the reimbursable
cxpenses specified in the Contact Data, and the Cost shall
be disbursed cqually by the Employer and Contractor
rcgacdless of whatever decision is reached by the
Adjudicator. Both partics arc allowed to deliver the
Adjudicator’s decision to an Arbitrator within twenty-cight
(28) days upon the arrival of the Adjudicator’s wrilten
decision, If neither party refers the dispute to arbitrator




within the above twenty-cight (28) days, the Adjudicator's
decision will be final and bidding. .

The Arbitration shall be conducted in accordance with the
arbitration procedure published by the instindion named
and in the place shown in the Contract Data,

v Replaccment 26.1  Should the Adjudicator resign or die, or.shf)uld the
© of Adjudicator Employer and the Contractor agree that the Adjudicator is not
functioning in accordance with the provisions ol the
Contract, a new Adjudicator will be jointly appointed by
the Authority concerned as delined in the Contract Data
upon the request of the Employer and the Contrictor within
fourteen (14) days upon the arrival of that request, in
accordance with the procedures stated in sub-clause 25.1.
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5‘ STANDARDS AND TESTING

p.BL 71 (NI2)
pKKL 6! (NI'2)

pUBI. 81

JIS
1.5,
ASTM.

ACL
US.B.R.
AASHTO

A WS,
ANS.L

Engincer.

Contractor's risk.

el standard and Specifications

52 Test of Material at the Site

All materials and equipment to be furnished under the contract or for the fabrication
in the works, and all construction works to be exccuted under the contract shall
conform 1o the respective standard specifications referred to in the Specifications.
where the standards for any materials, equipment and construction are not stated in
the specifications, they shall conform to the latest edition of standards as foliows :

[eraturan Beton Bertulang Indonesia 1971

Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961
Perzturan Umum Bahan Bangunan di Indonecsia
1982

Japanesc Industrial Standard

British Standard

Amecrican Society for Testing and Materials
American Concrele Institute

United Stated Burcu of Reclamation

American  Association of Stalc Highway and
Transportation Officials

-American Welding Socicty

Amcrican National Standard Institute

The above standards are to be the standards authorised under the confract, other than
Indonesia Standards which shall be allowed to use with the prior notice to the

If the’ Contractor propose cquivalent standards and specifications of cquivalent
materials and equipment the contractor shall state the cxact nature of the change, and
shall submit complete standards and specifications and information and data on the
materials and equipment in the English language of approval of the Engincer. Such
submission shall be timely and failure to do so or purchase of any proposcd
cquivalent materials and equipment prior to approval by the Engincer shall be at the

-

Notwithstanding any previous inspections and tested, all materials delivered to the
site shall be subject to examinations of test or certification should such test be destred
by Engincer or the employer, the contractor will be advised in sufficient time to
permit such testing.

GS-il
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i such cxaminations and test shall be carried out by the Contractur at their cost
) A the presence of the Engincer or the Engineer’s Represcntative in accordance
::ith the normal practice in respect of such examination and tests if the same may
pe carricd out by the Contractor with their staff and cquipment available at the

sitC.

y Otherwisc , the test shall be made at-another laboratory approved by the Engincer
™ 5t the cost of the Contractor. '

The engincer shall be at liberty to reject any materials which do not comply with the
requiremeats of thereof.

“1¢ contractor shall not be entitled to any cxtra payments or extension of time for
completion of the works on account of the rejection of materials due to their non-
compliance with their requirements of the contractor or of the waiting time reasonable
required for carrying out the cxamination and tests.

;4.c contractor shall furnish test samples as requested and shall provide rcasonable
asistance and co-operation as necessary lit on materials or work test to be performed
i place including reasonable stoppage of work during testing.

vt Test and Testing L_:zboratory

The Engineer will supervise such testing in the contractor laboratory as lesting of
cuncrete, aggregate, soil etc. , for the purpose of adequate and sufficient quality
contro} of the works during the execution of the works. The Contractor shali provide
2 laboratory with necessary testing apparatus in their construction site. The contractor
shall provide the sufficient number or volume of testing sample and perform the
festing in accordance with the specification , and shall furnish one qualified staff and
sufficient numbers of laboratory assistants capable or carrying out standard tcst
specified in the contract. '

Lagineer.

The Contractor shall carty out any fields test, such as field compaction test, concrete
workability test, 2tc. in accordance with a manner and frequency prescribed in the
Specifications and shall provide testing equipment and apparatus , and all testing
staff, labour and consumable nccessary for carrying out their field testing. The
Contractor shall prepare schedule of their testing and supply of testing samples to the
Engineer for the laboratory test taking into account the work progress schedule.

GS- 12

The laboratory shall be operated by the Contractor under the supervision of the -
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